
PEMERINT AH PROVINSI MALUKU 

PERATURAN GUBERNUR MALUKU 
NOMOR: 11 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENETAPAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

PROVINS! MALUKU TAHUN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR MALUKU, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta tuntutan Grand Desain 

Reformasi Biroklasi perlu dilaksanakan penataan 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

kepegawaian berbasis Analisis Beban Kerja; 

b. bahwa penataan berbasis Analisis Beban Kerja 

didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja 

setiap jabatan/ Unit Kerja agar diperoleh formasi 

pegawai yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

kapasitas organisasi secara profesional, 

transparan, proporsional dan rasional; 
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Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4438); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4741). Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktur (Lembaran Negara tahun 2002 

6. 

5. 

4. 

Kepegawaian 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim%# 
dimaksud dalam huruf a dan hurrj 
Penetapan Hasil Analisis Beban Kera k 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi M _ je t  aluku%% 
Tahun 2012 pert itetapkan dengan Persia~zf 
Gubernur Maluku; ~Ts..j 

Sh 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 t e n s ~ s f  

ng. 

Penetapan Undang-undang Darrat Nomor zz±# 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerajj 

- • · .  ,.·•·.t 

Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran N e g a ±  
Repubi Indonesia Tahun 1958 Nonor t 
Tambahan Lembaran Negara Republik lnd?ne;fa·· \•:'f 
Nomor 1617) j 

. #  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang/ E 
4 sebagaimanaj · . %  

beberapa kali mengalami perubahan, perubaha# } 
yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 4 3 f  

­  

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1 9 69 Z  
., 

Negara t' 
i 

Pokok-Pokok 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 169, tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

c. 

3. 

2. 

: 1 .  Mengingat 
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Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4194); 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi 

Birokrasi; 

8. Peraturan Bersama Menterj Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Menteri 
Keuangan Nomor 02/SPBIM.PAN-RB/812011, 
Nomor 800 - 632 Tahun 2011, dan Nomor 
14/Penundaan Sementara Calon Pegawai Negeri 

Sipil; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2010-2014; 

1 o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis 
Jabatan; 

1 1 .  Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipj 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547). Sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5121); 

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 

tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 

{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4015). Sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 122 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4192); 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4018). Sebagaimana telah diubah dengan 

%f 
. 4214 

Nomor 33, Tambahan lembaran Negara N o % ~ , T  
4194); my 

8. 

7. 

9. 
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Badan Penanggulangan 
Provinsi Maluku; 
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Daerah 

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 

15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi 

Maluku; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 

Tanun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Ketahanan Pengan Provinsi Maluku; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku; 

19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi 

Maluku; 

20. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 22 
sld 30, 35 sld 44, 4 s/d 56 tentang Uraian 
Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah 
dan LembagaTeknis Daerah; 

dan Tata 

Maluku; 

Maluku; 

Pembentukan Organisasi 
Lembega-Lembaga Teknis 

diubah dengan 
Maluku Nemer 

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nome;. o/'' . l 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasj' :-f, 
dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah Provinsi } 
Matuke; j 

t 
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor p4 { 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Orgarifsaiii" · I 
dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah · f 

Peraturan Daerah Provinsi { 

· i  •  '  Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nemer 04 Tahun 2007 tentang 

! 
ere i 

Daerah Provinsi ? 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku; 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan : 

Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 

Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah 

Daerah; 

Gubernur adalah Gubernur Maluku; 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 
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Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku; 

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 

Otonomi Daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban Daerah 

Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan; 

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistim Negara KesatuanRepublik Indonesia; 

10. Jabatan Struktural adalah Kedudukan menunjukan Tugas 

tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri 

Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara; 

1 1 .  Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Provinsi/ Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada 

Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya; 

12. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua 

tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh 

pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil 

kerja dalam kondisi tertentu; 

9. 

6. 

7. 

8. 

7 
f 
' 

Pasal 1 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG 

PENETAPAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS 

MALUKU TAHUN 2012. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

21. Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 

41.d Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim 

Perumus Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah 

Provinsi Maluku; 

3. 

4. 

1 .  

2. 

Menetapkan 
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16. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki 

oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan 

merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukan dengan 

keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan 

pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan 

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu satuan organisasi Negara; 

Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik 

jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, 

ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan 

kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi 

jabatan, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan. Uraian 

jabatan diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan jabatan yang meliputi rincian tugas, hasil kerja, 
bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab, wewenang, 
korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, dan 

kemungkinan risiko bahaya, serta persyaratan jabatan; 

BAB il 

MAKSUD DAN TU.JUAN 

Pasal 2 

Maksud penetapan hasil Analisis Beban Kerja adalah untuk 

menyediakan informasi jumlah kebutuhan pegawailpejabat pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan tugas organisasi. 

Pasal 3 

Tujuan penetapan hasil Analisis Beban Kerja adalah untuk penguatan 

kapasitas organisasi melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan kepegawaian berbasis Analisis Beban Kerja. 

kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat 
jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi 
untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pelatihan, 

pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja serta 

syarat psikologi; 

17. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara 

vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta 

jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan 

kedudukannya dalam unit kerja. 

' ! '  •  Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk 
5 

memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan { 
! 

dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta } 
.I 

memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, i 
pengawasan dan akuntabilitas; ~ 
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15. 

14. 

13. 
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 11 

Ditetapkan di Ambon 
pada tanggal 25 Juli 2012 

GUBERNUR MALUKU, 

TTD 

KAREL ALBERT RALAHALU 
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Diundangkan di Ambon 
pada tanggal 25 Juli 2012 

SEKRETARIS DAERAH MALUKU, 

TTD 

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Maluku. 

j 
! 
? 

Ruang Lingkup Hasil Analisis Beban Kerja adalah informasi jumlah 
kebutuhan pegawai pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

' terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretarit DPRD, Dinas-Dinas 
Daerah dan UPTD serta Lembaga-Lembaga Teknis Daerah. 

BAB IV 

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA 

BAB Ill 

RUANG LINGKUP 

Pasal 5 

Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi berupa: jumlah kebutuhan 
pegawail pejabat, jumlah beban kerja jabatan, waktu kerja efektif dan 
waktu penyelesaian atau standar kemampuan rata-rata dengan 
pendekatan hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja dan tugas per tugas 
jabatan serta standar kebutuhan yang telah ditetapkan. 

Pasal 6 

Hasil Analisis Beban Kerja, sebagaimana disebut dalam Pasa! 5, 
secara lengkap dan terinci tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 
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